
SALINAN 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 37 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK 

TERDUGA DALAM RANGKA ANTISIPASI, PENANGANAN DAN DAMPAK 
PENULARAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE2019 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 

BUPATI BENGKULU UTARA 

Menimbang a. bahwa ketentuan dalam Keputusan Bersama 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 
Nomor 119/2813/SJ Nomor 117/KMK.07/2020 
ten tang Percepatan Penyesuian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 
Disesase2019 ( CO VID-19), Serta Pengamanan 
Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomi Nasional 
dan Siaran Pers Kementerian Keuangan Nomor 
SP-30/KLI/2020 tanggal 2 Mei 2020 dimana 
adanya upaya Pemerintah Daerah untuk 
melakukan rasionalisasi belanja daerah dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah, 
dengan memberikan toleransi total rasionalisasi 
belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang­ 
kuranganya 35°/o untuk penanganan Corona Virns 
Disease 2019; 

b. bahwa dengan telah dipenuhinya ketentuan 
sebagaimana dimaksud huruf a dan penggunaan 
hasil rasionalisasi belanja daerah untuk 
dialokasikan bagi pencegahan/ penanganan Covid- 
19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/ 
memulihkan perekonomian di daerah; 

c. bahwa memperhatikan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, dianggap perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang 
Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka 
Antisipasi, Penanganan Dan Dampak Penularan 
Pandemi Corona Virns Disease 2019 Ka bu paten 
Bengkulu Utara; 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 
Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 
Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 56) Dan Undang-Undang Darurat Nomor 
6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 N omor 
244,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 558 7) se bagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6561); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah 
beberapa kali dengan terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Nomor 9); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6); 

12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Tanggap 
Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 9); 

13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 
Tahun 2019 ten tang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 
43), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu 
Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati 
Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 



dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2020 Nomor 34); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU 
UTARA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG 
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM 
RANGKA ANTISIPASI, PENANGANAN DAN DAMPAK 
PENULARAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 
2019 KABUPATEN BENGKULU UTARA 

Pasall 

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu 
Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak 
Terduga Dalam Rangka Antisipasi, Penanganan dan Dampak 
Penularan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Ka bu paten Bengkulu 
Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 
27) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati 
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Bengkulu Utara 
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga 
Dalam Rangka Antisipasi, Penanganan dan Dampak Penularan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bengkulu Utara 
(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 30) 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebesar Rp. 111.846.695.096,- (Seratus Sebelas Miliar 
Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan 
Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), terjadi 
penambahan anggaran hasil penyesuaian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 87.567.216.150,­ 
(Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta 
Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dari 
anggaran sebelumnya sebesar Rp. 24.279.478.946,- (Dua Puluh 
Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat 
Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh 
Enam Rupiah). 

(2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak 
penularan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten 
Bengkulu Utara untuk penggunaan: 
a. Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 19.500.000.000,- 

(Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). 
b. Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 43.279.478.946,­ 

(Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan 
Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus 
Em pat Puluh Enam Rupiah). 



" .. • e • 

c. Penyediaan social safety net/jejaring pengaman sosial sebesar 
Rp. 46.500.000.000,- (Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus 
Juta Rupiah). 

(3) Perubahan anggaran penggunaan Belanja Tidak Terduga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
sepanjang tidak melebihi besaran anggaran Belanja Tidak 
Terduga yang tersedia, dengan mempertimbangkan 
kondisi/keadaan perkembangan penanganan pandemi COVID- 
19, yang selanjutnya akan dibahas oleh TAPD. 

(4} Besaran pengeluaran Belanja Tidak Terduga berdasarkan 
Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh 
Perangkat Daerah sesuai dengan penggunaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dibahas oleh TAPD. 

(5) Besaran penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara. 

Ditetapkan di Arga Makmur 
Pada tanggal 3 Juni 2020 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

MIAN 

Diundangkan di Arga Makmur 
Pada tanggal 3 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

HARYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 

NOMOR37 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setdakab. Bengkulu Utara, 

Pembina Utama Muda (IV/ c) 
NIP. 19640705 198803 1 010 
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